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ABSTRAK 

Pengadaan barang dan Jasa pemerintah masih menjadi salah satu praktik dengan kasus 

korupsi yang tinggi secara nasional, padahal kebijakan terkait pengadaan barang dan jasa terus-

menerus diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan digitalisasi. Oleh sebab itu, penelitian 

ini bertujuan untuk menganalisa proses implementasi Perpres 12/2021 beserta hambatannya 

dalam pengadaan barang dan jasa oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Riau. 

Analisa pembahasan penelitian ini mengacu pada teori implementasi oleh Charles O. Jones 

yang terdiri dari indikator organisasi, interpretasi, dan aplikasi. Metode yang diterapkan dalam 

penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan berlandaskan pada teknik 

pengumpulan data wawancara dan dokumentasi.  

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa terdapat permasalahan terkait keterbatasan 

kapasitas SDM di Biro PBJ Provinsi Riau, pemahaman SDM terkait proses PBJ maupun 

resistensi terhadap perubahan regulasi dalam lingkup stakeholders PBJ yang masih belum 

mumpuni, belum adanya SOP terbaru terkait pengadaan barang dan jasa sehingga sinkronisasi 

regulasi dengan implementasi di masa sekarang belum dapat berjalan optimal.  

Oleh sebab itu, untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan ini, diperlukan penguatan 

kapasitas aparatur, peningkatan infrastruktur teknologi, serta koordinasi yang lebih efektif antar 

pemangku kepentingan, dan menyederhanakan implementasi Perpres 12/2021 dalam proses 

birokrasi. 

Kata Kunci: Implementasi, Pengadaan Barang dan Jasa, Good Governance. 

 

ABSTRACT 

Government procurement of goods and services remains one of the sectors most prone to 

corruption nationwide, despite continuous updates and adjustments to procurement policies in 

response to the development of digitalization. Therefore, this study aims to analyze the 

implementation process of Presidential Regulation No. 12 of 2021 and the challenges 

encountered in the procurement of goods and services by the Procurement Bureau of Riau 

Province. 

The analysis in this study refers to Charles O. Jones’ theory of implementation, which 

includes three key indicators: organization, interpretation, and application. This research 

employs a descriptive qualitative approach, using interview and documentation techniques for 

data collection. 

The findings reveal several issues, including the limited capacity of human resources within 

the Procurement Bureau of Riau Province, inadequate understanding of procurement processes 
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among personnel, and resistance to regulatory changes among procurement stakeholders. 

Furthermore, the absence of updated Standard Operating Procedures (SOPs) related to 

procurement has hindered the synchronization between current regulations and practical 

implementation. 

To optimize the implementation of this policy, it is essential to strengthen the capacity of 

government officials, improve technological infrastructure, enhance coordination among 

stakeholders, and simplify the bureaucratic implementation of Presidential Regulation No. 

12/2021. 

Keywords: Implementation, Procurement of Goods and Services, Good Governance. 

 

PENDAHULUAN

Pengadaan barang dan jasa oleh 

pemerintah yang merupakan salah satu 

bentuk pelayanan publik, hal tersebut 

tentunya akan kembali pada konsep dasar 

birokrasi. Hal tersebut juga sejalan dengan 

amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2014 tentang Administrasi Pemerintahan, di 

mana Undang-Undang tersebut 

mengamanatkan pemerintah untuk dapat 

menciptakan tertib penyelenggaraan 

administrasi pemerintahan, mencegah 

terjadinya penyalahgunaan wewenang, dan 

memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya 

terhadap masyarakat. 

Konsep good governance 

meminimalisir peluang sistem internal 

dalam entitas pemerintah untuk terjadinya 

praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

(KKN). KKN merupakan isu yang relatif 

akut bagi pemerintah karena saat ini 

menyebar ke hampir semua instansi 

pemerintahan. Hal ini akan berdampak 

buruk pada pelayanan yang diberikan 

kepada masyarakat (Muliawaty & 

Hendryawan, 2020).  

Maka dari itu, pemerintah turut 

mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 12 

Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah. Di mana dalam Undang-

Undang tersebut pada Pasal 1 Ayat 1 

dijelaskan bahwa Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah merupakan kegiatan Pengadaan 

Barang/Jasa oleh 

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah 

yang dibiayai oleh APBN/APBD yang 

prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, 

sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.  

Implementasi kebijakan terkait 

pengadaan barang dan jasa pemerintah 

tersebut masih tetap dihadapkan pada jumlah 

kasus korupsi dalam pengadaan barang/jasa 

yang fluktuatif, bahkan relatif meningkat 

dalam rentang waktu 5 tahun terakhir. Hal 

ini mengacu pada data faktual tahunan yang 

dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi 

(KPK), seperti tabel di bawah ini : 

 

Tabel 1. Tren Tindak Pidana Korupsi di 

Indonesia berdasarkan Jenis Perkara 

Jenis 

Perkara 

Tahun   

2

0

1

9 

2

0

2

0 

2

0

2

1 

2

0

2

2 

20

23 

Jumlah

/Perkar

a 

Penyuapa

n 

1

1

9 

5

5 

6

5 

1

0

0 

85 424 

Pengadaa

n 

Barang/Ja

sa 

1

8 

2

7 

3

0 

1

4 

62 151 

Tindak 

Pidana 

Pencucia

n Uang 

5 3 7 5 62 28 

Penyalah

gunaan 

Anggaran 

2 6 3 - - 11 

Pungutan/ 1 - - 1 1 3 



JOM FISIP Vol. 12: Edisi I Januari – Juni  2025 Page 3 

 

Pemerasa

n 

Perizinan 

Merintan

gi Proses 

KPK 

- - 1 - 2 3 

Jumlah 

Keseluru

han/Tah

un 

1

4

5 

9

1 

1

0

6 

1

2

0 

15

8 

620 

Sumber : Komisi Pemberantasan Korupsi, 

2023. 

Berdasarkan Tabel 1.1 tersebut, perkara 

terkait pengadaan barang/jasa menempati 

posisi tertinggi kedua dalam jumlah kasus 

korupsi berdasarkan jenis perkara dengan 

total 151 kasus, bahkan pada tahun 2019-

2023 trennya cenderung meningkat. 

Sebanyak 62 kasus yang ditangani oleh KPK 

pada tahun 2023 adalah kasus korupsi yang 

dilakukan di sektor pengadaan barang/jasa.  

Tingginya kasus korupsi di jenis perkara 

pengadaan barang dan jasa, terutama di 

tahun 2023, mengindikasikan bahwa 

terdapat permasalahan lain yang menjadi 

penyebab tidak optimalnya pengadaan 

barang dan jasa pemerintah yang bersih dan 

bebas KKN. Ditambah lagi, dengan adanya 

regulasi terbaru terkait pengadaan barang 

dan jasa pemerintah berupa Peraturan 

Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang 

sejatinya merupakan perubahan dari 

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.  

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 

12 Tahun 2021 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah, Biro Pengadaan 

Barang dan Jasa memiliki kedudukan 

strategis sebagai Unit Kerja Pengadaan 

Barang/Jasa (UKPBJ) di lingkungan 

pemerintah daerah. Sesuai dengan Pasal 1 

Ayat (11), UKPBJ merupakan unit kerja 

pada kementerian, lembaga, atau pemerintah 

daerah yang berfungsi sebagai pusat 

keunggulan pengadaan. Pembentukan Biro 

PBJ dilakukan berdasarkan kebutuhan 

organisasi pemerintahan dengan 

memperhatikan aspek struktural dan sumber 

daya manusia (SDM).  

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 

2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah diberlakukan sejak diundangkan 

pada 2 Februari 2021. Pada dasarnya, 

implementasi suatu kebijakan setelah 

dirumuskan umumnya berlangsung dalam 

beberapa tahapan dan membutuhkan waktu 

dalam rentang 1-5 tahun agar dapat berjalan 

secara optimal. Hal tersebut bergantung 

pada kompleksitas kebijakan, kesiapan 

regulasi turunan, infrastruktur pendukung, 

serta kapasitas SDM yang turut terlibat 

dalam pelaksanaannya. 

Terkait informasi pengadaan barang dan 

jasa di Provinsi Riau, dapat dilihat melalui 

tabel berikut :  

Tabel 1.3. Data Rekapitulasi Pengadaan 

Provinsi Riau Di Tahun 2023 

 
Sumber : LPSE Provinsi Riau, 2023. 

 

Berdasarkan data rekapitulasi 

pengadaan Provinsi Riau tahun 2023 

tersebut, mengindikasikan bahwa masih 

terdapat kesenjangan kapasitas pelaksanaan 

pengadaan barang dan jasa oleh berbagai 

satuan kerja. Jumlah total paket terbanyak 

didominasi oleh Dinas Pekerjaan Umum 

yang tercatat sebanyak 4.445 paket dan nilai 

pagu sekitar Rp1,96 triliun. Sementara itu, 

Dinas Kesehatan hanya mencatat 201 paket 

dengan nilai pagu sekitar Rp256 miliar. 

Dengan demikian, hal ini mengindikasikan 

bahwa efektivitas dan kesiapan masing-

masing instansi dalam 
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mengimplementasikan kebijakan pengadaan 

belum merata. 

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 

2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah merupakan regulasi yang 

mengatur tata cara dan prosedur pengadaan 

barang/jasa oleh pemerintah, dengan tujuan 

untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, 

dan akuntabilitas dalam proses pengadaan. 

Di Provinsi Riau, implementasi kebijakan 

ini melalui biro pengadaan barang dan jasa 

menjadi sangat penting dalam memastikan 

bahwa pengadaan barang/jasa dapat 

dilakukan secara lebih terbuka dan tepat 

waktu. 

Namun demikian, meskipun regulasi 

tersebut sudah jelas dan terstruktur, 

tantangan dalam implementasi sering kali 

muncul. Berbagai permasalahan teknis, 

administrasi, serta koordinasi antar pihak 

terkait sering menghambat kelancaran 

implementasi kebijakan ini. Dalam buku 

Arsyad & Karisma (2018) dijabarkan bahwa 

dalam implementasi kebijakan pengadaan 

barang dan jasa, pejabat pembuat komitmen 

dan Kuasa Pengguna Anggaran juga 

ditemukan kondisi pemahaman yang minim 

terkait teknis pengadaan barang dan jasa 

yang diadakan.  

Maka dari itu, penelitian ini sangat 

menarik untuk diteliti menggunakan teori 

implementasi Charles O. Jones. Di mana 

dalam teorinya tersebut, implementasi 

kebijakan merupakan proses yang 

memerlukan tindakan-tindakan sistematis 

dari organisasi, interpretasi, dan aplikasi 

(Agustino, 2022). Dengan demikian, peneliti 

menetapkan judul penelitian berupa 

“Implementasi Peraturan Presiden 

Nomor 12 Tahun 2021 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di 

Biro Pengadaan Barang dan Jasa 

Provinsi Riau Tahun 2023”. 

 

 

 

RUMUSAN MASALAH 

Penjabaran terkait fenomena 

permasalahan yang berkaitan dengan 

implementasi Peraturan Presiden Nomor 12 

Tahun 2021 di Biro Pengadaan Barang dan 

Jasa Provinsi Riau tersebut dapat dirangkum 

melalui pertanyaan penelitian berupa 

“Bagaimana implementasi Peraturan 

Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Biro 

Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Riau 

Tahun 2023?” 

 

TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dari penelitian ini mengarah 

pada perolehan hasil penelitian yang terkait 

dengan pertanyaan penelitian dalam 

rumusan masalah, yaitu untuk memperoleh 

pemahaman mengenai Implementasi 

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi 

Riau Tahun 2023. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian diterapkan secara 

kualitatif dan hasil penelitian dinarasikan 

secara deskriptif. Berdasarkan pandangan 

Denzin dan Lincoln dalam (Moleong, 2019), 

penelitian kualitatif merupakan sebuah 

prosedural penelitian yang menjadikan data 

dari suatu latar ilmiah sebagai acuan utama. 

Perolehan sumber data primer penelitian 

dilandasi oleh hasil wawancara bersama 

narasumber yang memiliki pemahaman yang 

baik berkaitan dengan topik penelitian. Data 

sekunder meliputi dokumen atau arsip yang 

didapatkan dari berbagai sumber seperti 

pubikasi peraturan daerah yang menunjang 

terwujudnya implementasi Peraturan 

Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di 

Provinsi Riau, jurnal dan media online yang 

mendukung kelengkapan data tentang 

implementasi Peraturan Presiden Nomor 12 
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Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah di Provinsi Riau. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Organisasi 

1. Struktur Organisasi 

Secara spesifik, Biro Pengadaan 

Barang dan Jasa Provinsi Riau berperan 

sebagai UKPBJ yang menjadi pusat 

keunggulan pengadaan di lingkungan 

pemerintah daerah Provinsi Riau. Biro PBJ 

Provinsi Riau bertanggung jawab atas 

perencanaan pengadaan, pemilihan 

penyedia, implementasi sistem elektronik, 

serta pembinaan dan pengawasan terhadap 

pelaksanaan pengadaan di Provinsi Riau.  

Terkait struktur organisasi Biro 

Pengadan Barang dan Jasa Provinsi Riau 

dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Riau 

Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 21 Ayat (1) 

bahwa Biro Pengadaan Barang dan Jasa 

memiliki tugas utama membantu Asisten 

Perekonomian dan Pembangunan dalam 

penyusunan kebijakan daerah serta 

koordinasi pelaksanaan tugas perangkat 

daerah dalam bidang pengadaan barang dan 

jasa. Selain itu, biro ini bertanggung jawab 

dalam mengelola layanan pengadaan secara 

elektronik serta melaksanakan pembinaan 

dan advokasi terkait pengadaan barang dan 

jasa.  

Penyusunan Standar Operasional 

Prosedur (SOP) dalam Pengadaan Barang 

dan Jasa merupakan bagian dari tata kelola 

pengadaan yang efektif dan merupakan 

kewenangan Biro Pengadaan Barang dan 

Jasa. Berdasarkan Perpres Nomor 12 Tahun 

2021 Pasal 75 Ayat (2) huruf (a), UKPBJ 

memiliki tugas dalam pengelolaan 

pengadaan barang/jasa, termasuk 

penyusunan kebijakan teknis dan prosedur 

operasional yang berkaitan dengan 

pengadaan. Dengan demikian, Biro 

Pengadaan Barang dan Jasa yang berperan 

sebagai UKPBJ, berhak menyusun SOP 

untuk memastikan pelaksanaan pengadaan 

sesuai regulasi dan prinsip good governance. 

Oleh sebab itu, berlandaskan hal 

tersebut, pihak Biro Pengadan Barang dan 

Jasa Provinsi Riau telah menyusun 

serangkaian SOP demi 

mengimplementasikan amanat regulasi 

tersebut dalam hal pengelolaan pengadaan 

barang/jasa. Adapun SOP yang telah disusun 

tersebut merupakan SOP pembuatan surat 

perintah tugas Pokja; pengajuan dokumen 

pengadaan barang dan jasa; verifikasi 

persyaratan lelang; pembuatan draft SK 

anggota Pokja Unit Layanan Pengadaan; 

pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan 

barang dan jasa; pembuatan surat usulan staf 

pendukung unit layanan pengaduan; 

pelaksanaan pemeliharaan sistem secara real 

time; pelaksanaan updating system sulap; 

verifikasi data penyedia; pembuatan user id 

dan password Pokja ULP; pembuatan user 

id dan password rencana umum pengadaan; 

pembuatan user id dan password tim 

pengawas; penanganan pengaduan sistem; 

pelayanan pengaduan proses pengadaan 

barang dan jasa; dan, pembuatan 

rekomendasi resiko pada pengadaan barang 

dan jasa. 

Sejak sistem pengadaan ditarik ke 

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah (LKPP), peran LPSE semakin 

terbatas pada fungsi pendukung dan 

fasilitasi, bukan sebagai pengambil 

kebijakan. 

Dalam hal ini, struktur yang ada telah 

membentuk pembagian kerja yang tegas 

antara pengguna sistem (Biro PBJ dan OPD) 

dan penyedia layanan sistem (LPSE). Ketika 

terjadi kendala teknis dalam sistem, LPSE 

bertindak sebagai pendamping yang 

membantu mengatasi gangguan, tetapi 

keputusan tetap berada pada Biro PBJ dan 

OPD yang menjalankan pengadaan. 

2. Koordinasi Antarsektor 

Efektivitas implementasi kebijakan 

juga bergantung pada koordinasi antara Biro 



JOM FISIP Vol. 12: Edisi I Januari – Juni  2025 Page 6 

 

PBJ dan LPSE, terutama dalam hal 

penanganan masalah teknis yang dapat 

berdampak pada kelancaran proses 

pengadaan. Jika komunikasi dan sinergi 

tidak berjalan optimal, maka pelaksanaan 

kebijakan pengadaan dapat mengalami 

hambatan.  

Di sisi lain, pemerintah tidak pula 

selalu menyelenggarakan pengadaan barang 

dan jasa secara mandiri. Mengacu pada 

Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalam 

pengadaan barang dan jasa, pemerintah turut 

pula melibatkan pihak swasta sebagai pihak 

penyedia barang dan jasa.  

Gapensi (Gabungan Pelaksana 

Konstruksi Nasional Indonesia) yang 

merupakan asosiasi jasa konstruksi nasional 

adalah organisasi yang mewadahi 

perusahaan-perusahaan di sektor jasa 

konstruksi di Indonesia. GAPENSI memiliki 

perwakilan di berbagai provinsi, termasuk 

Riau, yang dikenal sebagai GAPENSI Riau.  

Meskipun koordinasi dianggap cukup 

baik, hasil penelitian mengindikasikan 

perlunya dialog yang lebih terbuka 

mengenai kendala yang dialami penyedia 

jasa di lapangan. Hal ini menunjukkan 

bahwa komunikasi masih bersifat satu arah, 

di mana sosialisasi lebih sering berupa 

penyampaian informasi tanpa adanya diskusi 

yang mendalam mengenai tantangan yang 

dihadapi di tingkat operasional. Kurangnya 

diskusi ini dapat menyebabkan implementasi 

kebijakan yang kurang tepat sasaran, karena 

masukan dari pelaku usaha kurang 

diakomodasi secara optimal. 

Dalam hal implementasi Perpres No. 

12 Tahun 2021 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah oleh Biro 

Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Riau 

masih dihadapkan pada sejumlah 

permasalahan, terutama dalam koordinasi 

antarsektor. Di mana hal tersebut telah 

diperoleh melalui hasil wawancara bersama 

beberapa narasumber yang menyatakan 

bahwa koordinasi antar sektor tersebut sejak 

masa pandemi mulai berkurang, sehingga 

koordinasi antar sektor tersebut tidak 

berjalan secara optimal. Sementara itu, 

seharusnya koordinasi tersebut seharusnya 

dapat dijalankan secara rutin demi 

menanamkan kesepahaman yang baik antar 

sektor dalam mengimplementasikan 

pengadaan barang dan jasa di lingkup 

Provinsi Riau. 

Di sisi lain, SOP yang diterapkan di 

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi 

Riau harus sesuai dengan regulasi terbaru 

dalam Perpres No. 12 Tahun 2021, yang 

membawa berbagai perubahan dibandingkan 

regulasi sebelumnya. Namun demikian, 

dalam implementasinya, tidak semua pihak 

yang terlibat dalam pengadaan memahami 

perubahan regulasi ini secara menyeluruh, 

sehingga dapat terjadi ketidaksepahaman 

dalam prosedur lelang atau penyusunan 

dokumen.  

Dalam beberapa kasus, proses 

pembuatan surat perintah tugas Pokja atau 

penyusunan SK anggota Pokja UKPBJ dapat 

menghadapi intervensi dari berbagai pihak 

yang memiliki kepentingan tertentu. Hal ini 

dapat menghambat independensi Pokja 

dalam melaksanakan proses pengadaan, 

terutama dalam hal penunjukan pemenang 

tender yang seharusnya didasarkan pada 

prinsip kompetisi yang sehat dan transparan. 

3. Sumber Daya 

Jumlah pegawai yang melaksanakan 

tugas dan fungsi di Biro Pengadaan 

Barang/Jasa Provinsi Riau berjumlah 54 

orang. Dari jumlah tersebut, pihak Biro PBJ 

berpendapat bahwa jumlah tersebut masih 

kurang untuk melaksanakan tugas dan fungsi 

pada Biro tersebut. Oleh sebab itu Biro 

Pengadaan Barang dan Jasa berencana akan 

menambah jumlah pegawai untuk memenuhi 

jabatan fungsional. Rencana penambahan 

berjumlah 16 orang dengan pembagian 13 

Pegawai Negeri Sipil dan 3 orang PPPK. 
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Tabel 2. Data Status Kepegawaian Biro 

Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi 

Riau 

No. Status Kepegawaian Jumlah 

1. Pegawai Negeri Sipil 31  

2. Pegawai Pemerintah 

dengan Perjanjian Kerja 

(PPPK) 

9 

3. Honorer/Kontrak 14 

Total 54  

Sumber : Biro Pengadaan Barang dan 

Jasa, 2025 

Berdasarkan Tabel 2. komposisi 

pegawai biro PBJ Provinsi Riau tersebut 

menunjukkan bahwa mayoritas pegawai 

merupakan PNS, yang secara struktural dan 

fungsional memiliki kewenangan penuh 

dalam pelaksanaan kebijakan pengadaan 

barang dan jasa. Sebagaimana yang 

diungkapkan dalam teori implementasi 

kebijakan Charles O. Jones, keberhasilan 

suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh 

regulasi yang jelas, tetapi juga oleh aspek 

organisasi, sumber daya, dan koordinasi 

antar pemangku kepentingan. Dalam 

konteks implementasi di tingkat operasional, 

masih terdapat beberapa tantangan yang 

belum sepenuhnya teratasi.  

Dalam hal implementasi Perpres No. 

12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang 

dan Jasa di Provinsi Riau, masih terdapat 

beberapa permasalahan dalam konteks 

sumber daya. Hal tersebut merupakan 

keterbatasan kuantitas sumber daya manusia 

dalam struktur organisasi Biro PBJ Provinsi 

Riau, masih terbatasnya pemahaman SDM 

terhadap Peraturan Presiden Nomor 12 

Tahun 2021, masih minimnya pemahaman 

pihak penyedia jasa dalam hal proses 

pengadaan barang dan jasa yang telah 

menerapkan digitalisasi, maupun dalam hal 

administrasi. 

 

B. Interpretasi 

1. Pemahaman Kebijakan 

Data pendidikan terakhir pegawai Biro 

Pengadaan Barang dan Jasa 

mengindikasikan bahwa sebagian besar 

pegawai memiliki pendidikan tinggi, dengan 

2 orang berkualifikasi S2 dan 45 orang 

berkualifikasi S1. Tidak ada pegawai dengan 

latar belakang pendidikan di bawah Diploma 

3, yang menunjukkan bahwa organisasi ini 

telah memastikan bahwa tenaga kerja yang 

direkrut memiliki kompetensi akademik 

yang memadai untuk mendukung 

pelaksanaan kebijakan pengadaan barang 

dan jasa. 

Meskipun pegawai memiliki latar 

belakang pendidikan tinggi, sistem 

pengadaan barang dan jasa terus mengalami 

perubahan dan inovasi. Data pendidikan 

pegawai menunjukkan bahwa mayoritas 

pegawai memiliki pendidikan tinggi (S1 dan 

S2), yang seharusnya menjadi modal baik 

dalam memahami regulasi dan 

menerjemahkannya ke dalam praktik kerja. 

Namun, pemahaman terhadap kebijakan 

tidak hanya bergantung pada tingkat 

pendidikan formal, tetapi juga pada 

pengalaman, pelatihan, dan bimbingan 

teknis yang diterima oleh pegawai.  

Pada kenyataannya terdapat perbedaan 

dalam tingkat pemahaman di antara level 

pimpinan dan staf pelaksana. Pimpinan Biro 

cenderung memiliki pemahaman yang lebih 

mendalam, sementara beberapa staf 

pelaksana merasa kesulitan dalam 

memahami beberapa ketentuan teknis yang 

ada dalam peraturan tersebut, terutama 

terkait dengan proses pengadaan barang dan 

jasa yang lebih transparan dan akuntabel. 

Melalui hasil wawancara tersebut 

diketahui bahwa dalam rangka mendukung 

implementasi Peraturan Presiden Nomor 12 

Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan 

Jasa Pemerintah, pemahaman terhadap 

kebijakan ini terus diperkuat melalui 

kegiatan pendidikan dan pelatihan yang 

bersifat aplikatif. Salah satu bentuk 

implementasi kebijakan tersebut tercermin 
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dalam kegiatan Pendidikan Pelatihan dan 

Ujian Kompetensi Pengadaan Barang dan 

Jasa Pemerintah Level I yang 

diselenggarakan oleh Pusat Diklat Nasional 

(Pusdiknas) pada 8–11 Februari 2023 di 

Graha Edukasi 2, Kota Pekanbaru, Provinsi 

Riau.  

Kegiatan tersebut diketahui telah 

diikuti oleh perwakilan dari berbagai 

instansi pemerintah di Indonesia, termasuk 

Biro PBJ Provinsi Riau, dengan tujuan 

meningkatkan kompetensi sumber daya 

manusia dalam pelaksanaan PBJ sesuai 

regulasi yang berlaku. Kegiatan ini 

menghadirkan narasumber dari Lembaga 

Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa 

Pemerintah (LKPP), yaitu Deby Sandra, 

S.Kom, M.M, CCMs, dan pelaksanaan ujian 

kompetensi diawasi langsung oleh Rifan 

Alif Prastowo.  

Selain itu, diketahui pula bahwa 

melalui sertifikasi ini, diharapkan pengadaan 

barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD 

dapat dilaksanakan secara lebih optimal dan 

akuntabel. Harapan tersebut sejalan dengan 

visi dan misi Pusdiknas sebagai lembaga 

yang berkomitmen pada inovasi 

berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas 

dan kompetensi SDM di bidang pengadaan. 

Dengan demikian, pelaksanaan pelatihan ini 

menjadi bagian dari proses interpretasi 

kebijakan yang bersifat dinamis, yang tidak 

hanya berorientasi pada pemahaman 

normatif terhadap regulasi, tetapi juga pada 

penerapan praktis dalam konteks lokal dan 

institusional, khususnya di lingkungan Biro 

PBJ Provinsi Riau. 

Di sisi lain, ditemui dalam wawancara, 

beberapa pejabat menyatakan bahwa mereka 

telah mengikuti pelatihan mengenai 

implementasi Perpres 12 Tahun 2021, 

namun ada sebagian yang merasa kurang 

mendapatkan pelatihan teknis yang lebih 

mendalam. Dengan demikian, dapat 

dikatakan bahwa kemerataan pemahaman 

oleh para pegawai Biro PBJ Provinsi Riau 

belum berjalan secara merata akibat belum 

terpenuhinya pelatihan dan pendidikan 

maupun sertifikasi yang diperoleh oleh para 

pegawai. Untuk menanggulangi itu, karena 

keterbatasan waktu dan anggaran Biro 

Pengadaan Barang dan Jasa melakukan 

coaching clinic untuk saling berbagi 

pengetahuan antara pegawai. 

 

2. Petunjuk Pelaksanaan 

Dalam hal SOP Pengajuan Dokumen 

Pengadaan Barang dan Jasa secara spesifik 

hingga saat ini masih mengacu pada SOP 

yang lama, yakni SOP Pengajuan Dokumen 

Pengadaan Barang dan Jasa yang disusun 

pada tahun 2017. Adapun SOP yang 

dimaksud tersebut adalah SOP Pengajuan 

Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa 

dengan nomor SOP 1.5.3.1.2.  

Penggunaan SOP tahun 2017 tersebut 

untuk implementasi Perpres 12/2021 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di tahun 

2023 bukanlah suatu hal yang relevan 

dengan regulasi terbaru. Hal tersebut 

disebabkan oleh SOP tersebut masih 

mengacu pada Perpres 54/2010 yang sudah 

tidak lagi berlaku. Dengan demikian, hal 

tersebut menyebabkan prosedur dalam SOP 

tersebut tidak adaptif dalam hal teknologi.  

SOP lama tidak memuat ketentuan 

baru dalam Perpres 12/2021, seperti 

pemanfaatan e-Katalog dan e-Purchasing, 

metode pengadaan yang lebih fleksibel, serta 

peningkatan peran UKPBJ sebagai pusat 

keunggulan pengadaan. Selain itu, SOP 

2017 belum terintegrasi dengan sistem 

digital terkini seperti SPSE, SIKAP, dan 

LPSE yang kini menjadi bagian penting 

dalam proses pengadaan barang dan jasa. 

Dengan demikian, penggunaan SOP 2017 

dalam implementasi Perpres 12/2021 di Biro 

Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Riau 

tidak efektif dan memerlukan revisi agar 

selaras dengan regulasi terbaru serta 

perkembangan teknologi dalam sistem 

pengadaan barang dan jasa. 
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Selain itu, pedoman yang lebih jelas 

dari lembaga pengawas pengadaan seperti 

LKPP sangat diperlukan untuk memastikan 

bahwa setiap aturan diinterpretasikan dan 

diterapkan secara seragam. Dengan 

demikian, penyimpangan interpretasi dapat 

diminimalkan, dan implementasi kebijakan 

dapat berjalan lebih efektif sesuai dengan 

tujuan yang telah ditetapkan.  

 

3. Sosialisasi 

Di sisi lain, terdapat pula 

permasalahan lain yang menjadi tantangan 

dalam proses pengadaan barang dan jasa 

pemerintah di Provinsi Riau. Di mana LPSE 

turut  memberikan layanan untuk penyedia 

jasa, misalnya untuk kontraktor yang ingin 

membuat akun, memasukkan data, dan 

mendaftar di e-katalog. Namun demikian, 

banyak dari penyedia jasa yang masih belum 

memahami prosedur yang ada. Di mana 

pihak penyedia jasa tersebut dihadapkan 

pada kesulitan dalam melengkapi dokumen 

kualifikasi, mengikuti proses lelang, atau 

memahami bagaimana cara kerja sistem e-

katalog. Hal tersebut sering terjadi, terutama 

bagi penyedia jasa baru atau yang belum 

berpengalaman dalam sistem pengadaan 

elektronik. Oleh sebab itu, pada dasarnya 

penting bagi pihak Biro PBJ untuk 

melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada 

penyedia jasa. 

Tantangan ini menunjukkan bahwa 

sosialisasi dan pelatihan bagi penyedia jasa 

masih kurang optimal. Hal tersebut 

mengindikasikan bahwa frekuensi sosialisasi 

maupun pelatihan dan bimbingan teknis 

tampaknya berkurang, sehingga penyedia 

jasa tidak memiliki cukup kesempatan untuk 

memahami sistem pengadaan elektronik 

dengan baik.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan 

pihak Gapensi Riau tersebut, ditemukan 

bahwa sebelum pandemi COVID-19, pihak 

Gapensi Riau secara aktif menghadiri 

pertemuan yang diselenggarakan oleh 

pemerintah daerah untuk membahas 

kebijakan pengadaan serta sosialisasi aturan 

baru. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi 

kebijakan merupakan aspek krusial dalam 

proses interpretasi, di mana pemerintah 

berperan dalam memberikan pemahaman 

yang jelas kepada pelaku usaha konstruksi 

terkait regulasi yang berlaku.  

Namun demikian, pasca pandemi, 

intensitas sosialisasi dan pelatihan 

mengalami penurunan yang signifikan. 

Minimnya komunikasi dari pihak 

pemerintah dalam menyampaikan perubahan 

kebijakan berpotensi menyebabkan 

ketidakjelasan dalam interpretasi regulasi, 

sehingga dapat berdampak terhadap 

efektivitas implementasi kebijakan di sektor 

konstruksi.  

Kuantitas sosialisasi dan pelatihan 

yang masih minim tersebut disebabkan oleh 

terbatasnya alokasi anggaran untuk 

penyelenggaraan kegiatan tersebut, sehingga 

resiko yang harus dihadapi oleh stakeholders 

dalam pengadaan barang dan jasa adalah 

keterlambatan dalam proses memahami 

regulasi dan prosedur yang ditetapkan. 

Ketidakteraturan ini berisiko menimbulkan 

kesenjangan kompetensi dalam sistem 

pengadaan, terutama ketika terdapat aturan 

baru dari LKPP yang harus segera 

diimplementasikan. Selain itu, dari sisi 

sarana dan prasarana, pelaksanaan pelatihan 

juga bergantung pada fasilitas yang tersedia, 

seperti akses ke materi pembelajaran, 

instruktur yang kompeten, serta platform 

digital jika pelatihan dilakukan secara 

daring.  

 

C. Aplikasi 

1. Kesesuaian Implementasi dengan 

Kebijakan 

Dalam implementasi Peraturan 

Presiden Nomor 12 Tahun 2021, sistem 

elektronik di LPSE Provinsi Riau telah 

diadaptasi untuk mendukung proses 

pengadaan barang dan jasa yang lebih 
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transparan, efisien, dan akuntabel. Salah satu 

penerapan utama adalah penggunaan Sistem 

Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), yang 

memungkinkan seluruh tahapan pengadaan, 

mulai dari perencanaan, pemilihan penyedia, 

hingga kontrak, dapat dilakukan secara 

digital.  

SPSE (Sistem Pengadaan Secara 

Elektronik) adalah platform yang 

dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

untuk memfasilitasi proses pengadaan 

barang dan jasa secara digital. Sistem ini 

dirancang untuk meningkatkan transparansi, 

efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam 

pengadaan pemerintah. SPSE 

memungkinkan seluruh tahapan pengadaan 

dilakukan secara elektronik, mulai dari 

perencanaan, pemilihan penyedia, evaluasi, 

hingga kontrak.  

Meskipun penerapan sistem elektronik 

ini telah berjalan dengan baik, masih 

terdapat beberapa tantangan, seperti 

kesenjangan pemahaman dalam penggunaan 

sistem oleh beberapa penyedia dan 

keterbatasan infrastruktur di wilayah tertentu 

yang dapat mempengaruhi akses terhadap 

sistem elektronik. Keterbatasan infrastruktur 

juga menjadi faktor yang dapat 

mempengaruhi aksesibilitas terhadap sistem 

LPSE.  

Penerapan digitalisasi dalam 

pengadaan barang dan jasa secara 

fundamental bertujuan untuk dapat 

merealisasikan pelaksanaan pengadaan 

barang dan jasa yang transparan, dan bersih 

dari korupsi, kolusi, maupun nepotisme. 

Oleh sebab itu, dalam website SPSE tersebut 

juga tersedia fitur daftar hitam yang berguna 

bagi masyarakat untuk mengetahui berbagai 

pihak yang turut melakukan pelanggaran 

dalam proses pengadaan barang dan jasa. 

Berdasarkan Peraturan Presiden 

Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa 

Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang 

diberikan kepada peserta 

pemilihan/penyedia berupa larangan 

mengikuti pengadaan barang dan jasa di 

seluruh kementerian/lembaga/perangkat 

daerah dalam jangka waktu tertentu. 

Pengumuman pemberian sanksi daftar hitam 

terhadap penyedia barang dan jasa dilakukan 

secara nasional oleh LKPP melalui website 

LPSE tersebut. 

Pencantuman penyedia ke dalam 

daftar hitam merupakan instrumen 

pengendalian agar pelaku usaha patuh 

terhadap ketentuan dalam pengadaan barang 

dan jasa pemerintah. Penayangan daftar 

hitam secara online oleh LKPP bertujuan 

untuk mempermudah pengawasan dalam 

proses pemilihan atau tender. Dasar hukum 

mengenai pemberian sanksi ini tercantum 

dalam Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 

2018 Pasal 3, serta dapat didasarkan pada 

rekomendasi hasil audit BPK atau APIP. 

Apabila terdapat temuan dari Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Aparat 

Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang 

merekomendasikan pemberian sanksi daftar 

hitam kepada peserta pemilihan atau 

penyedia, maka Pejabat Pembuat Komitmen 

(PA/KPA) atau instansi pemerintah 

pusat/daerah berkewajiban menerbitkan 

Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar 

Hitam berdasarkan hasil temuan tersebut. 

Sanksi yang dijatuhkan terhadap kantor 

pusat perusahaan juga berlaku untuk seluruh 

cabang atau perwakilannya, dan sebaliknya. 

Namun demikian, apabila sanksi dijatuhkan 

kepada perusahaan induk, sanksi tersebut 

tidak serta merta berlaku untuk anak 

perusahaannya, begitu pula sebaliknya. 

Berdasarkan informasi dari daftar 

hitam pada website LPSE tersebut, diketahui 

bahwa sepanjang periode 01 Januari-31 

Desember 2023, di Provinsi Riau terdapat 30 

total daftar hitam. Temuan tersebut 

mengindikasikan bahwa masih terdapat 

pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar 

pengadaan barang dan jasa sebagaimana 
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diatur dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2021. 

Dalam perspektif teori aplikasi kebijakan, 

khususnya terkait kesesuaian implementasi 

dengan kebijakan, kasus ini menandakan 

bahwa pelaksanaan kebijakan belum 

sepenuhnya sesuai dengan norma dan 

pedoman operasional yang telah ditetapkan.  

Keberadaan penyedia yang masuk 

daftar hitam menunjukkan masih lemahnya 

mekanisme seleksi dan evaluasi awal 

terhadap penyedia jasa oleh Biro PBJ 

maupun perangkat daerah. Hal ini 

memperlihatkan bahwa kendala 

implementasi bukan hanya bersumber dari 

pemahaman regulasi, tetapi juga dari 

penerjemahan teknis kebijakan ke dalam 

tindakan yang konkret, seperti perencanaan 

pengadaan, pemilihan penyedia, hingga 

pengelolaan kontrak.  

Kesesuaian antara kebijakan dan 

pelaksanaan menjadi penting, terutama 

karena Perpres 12/2021 menekankan prinsip 

efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. 

Oleh sebab itu, temuan ini menunjukkan 

bahwa meskipun regulasi telah disusun 

secara komprehensif, masih terdapat celah 

dalam implementasi di tingkat daerah, 

khususnya pada aspek kompetensi sumber 

daya manusia dan efektivitas pengawasan. 

Untuk itu, perlu dilakukan penguatan 

kapasitas teknis, peningkatan integritas 

pelaku pengadaan, serta pengawasan yang 

lebih ketat agar pelaksanaan PBJ di Provinsi 

Riau benar-benar sejalan dengan semangat 

dan substansi kebijakan nasional. 

 

2. Dampak Kebijakan 

Salah satu tantangan utama adalah 

perbedaan pemahaman terhadap regulasi, 

seperti Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

Regulasi yang terus diperbarui sering kali 

memunculkan interpretasi yang berbeda di 

antara pelaksana kebijakan, sehingga 

menyebabkan ketidaksepahaman dalam 

proses implementasi. Akibatnya, tahapan 

pengadaan menjadi lebih kompleks, dan ada 

kemungkinan terjadi ketidaksesuaian antara 

prosedur yang diterapkan di masing-masing 

instansi. 

Selain itu, birokrasi yang panjang 

menjadi faktor penghambat utama dalam 

percepatan proses pengadaan. Ketiadaan 

koordinasi yang cepat dan efektif antara 

OPD, Biro PBJ, dan LPSE memperburuk 

situasi, mengakibatkan proyek-proyek 

pemerintah mengalami penundaan yang 

berdampak pada efisiensi anggaran, kualitas 

pelayanan publik, serta realisasi 

pembangunan daerah.  

Namun demikian, Pemerintah Provinsi 

Riau memperoleh penghargaan nasional 

dalam bentuk E-Purchasing Award 2023 

sebagai provinsi dengan nilai persentase 

transaksi e-purchasing tertinggi terhadap 

Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun 

Anggaran 2023, berdasarkan data hingga 

akhir Juli 2023. Penghargaan ini diserahkan 

langsung oleh Kementerian Keuangan dalam 

kegiatan Temu Bisnis Tahap VI Indonesia 

Catalogue Expo and Forum (ICEF) 2023 

yang berlangsung di Jakarta International 

Expo. Penghargaan tersebut diterima oleh 

Wakil Gubernur Riau, Edy Natar Nasution, 

sebagai representasi pencapaian strategis 

Pemprov Riau dalam mendukung 

implementasi digitalisasi dan efisiensi 

proses pengadaan barang/jasa melalui 

mekanisme e-purchasing. 

Kegiatan tersebut mengusung tema 

“Merdeka Belanja Produk Dalam Negeri, 

Wujudkan Kemandirian Bangsa,” yang 

mencerminkan semangat nasional untuk 

memperkuat penggunaan produk dalam 

negeri melalui sistem pengadaan yang 

transparan dan akuntabel. Menurut Menteri 

Hukum dan HAM, pemberian penghargaan 

ini merupakan bentuk pengakuan terhadap 

kinerja pemerintah daerah dalam mendorong 

optimalisasi belanja APBN/APBD untuk 

produk dalam negeri, sekaligus memperkuat 

pelayanan publik melalui kemudahan dan 
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kepastian dalam proses pengadaan. Hal 

senada disampaikan oleh Menteri Keuangan, 

yang menekankan pentingnya forum ini 

sebagai bagian dari strategi nasional untuk 

memperkuat afirmasi terhadap produk lokal 

serta mendukung Gerakan Nasional Bangga 

Buatan Indonesia. 

Dari perspektif implementasi 

kebijakan publik, capaian ini dapat 

diinterpretasikan sebagai wujud nyata 

keberhasilan aplikasi Peraturan Presiden 

Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan 

Pemerintah Provinsi Riau. Salah satu 

indikator dalam teori implementasi, yaitu 

hasil atau dampak nyata dari pelaksanaan 

kebijakan, terwujud dalam bentuk reward 

institusional yang diberikan oleh pemerintah 

pusat kepada daerah yang menunjukkan 

kinerja terbaik dalam pelaksanaan sistem e-

purchasing. Hal ini juga menunjukkan 

adanya sinergi yang kuat antara aspek 

regulasi, kelembagaan, dan kapabilitas 

sumber daya manusia dalam mendukung 

transformasi sistem pengadaan yang lebih 

efisien, terbuka, dan akuntabel.  

Dengan demikian, penghargaan ini 

tidak hanya berfungsi sebagai bentuk 

apresiasi, tetapi juga sebagai indikator 

keberhasilan implementasi kebijakan 

pengadaan secara substantif di Provinsi 

Riau. Meskipun demikian, tantangan masih 

dirasakan dalam hal adaptasi sistem 

teknologi dengan regulasi baru dan dalam 

membangun pemahaman kolektif para 

stakeholder terhadap ketentuan yang telah 

diperbarui. Hal ini menunjukkan bahwa 

kebijakan tidak hanya berdampak pada 

sistem kerja, tetapi juga menuntut kesiapan 

sumber daya manusia yang memadai dan 

literasi kebijakan yang tinggi. 

Pada dasarnya, hal-hal yang menjadi 

hambatan memiliki dampak kausalitas 

berdasarkan regulasi yang ditetapkan. 

Hingga saat ini, penerapan regulasi yang 

telah ditetapkan masih belum dapat 

diwujdukan secara maksimal untuk 

mengatur proses Pengadaan Barang/Jasa. 

Masih seringnya terjadi perubahan regulasi 

akan memberikan hambatan terhadap 

kepastian hukum dalam proses Pengadaan 

Barang dan Jasa. Aturan teknis dan 

pembagian tugas yang jelas kepada 

Lembaga atau instansi harus segera 

dihadirkan agar tidak ada konflik 

kepentingan dan tumpang tindih 

kewenangan. 

Salah satu inovasi utama dalam 

Perpres 12/2021 adalah pemanfaatan katalog 

elektronik (e-katalog) untuk mempercepat 

pengadaan. Namun demikian, terdapat 

hambatan regulasi yang muncul, seperti 

ketidaktersediaan barang/jasa yang terbatas 

di katalog elektronik, sehingga penyedia di 

daerah masih harus menggunakan metode 

pengadaan lainnya yang lebih lama. Selain 

itu, kurangnya panduan teknis terkait 

penggunaan katalog elektronik daerah 

menyebabkan variasi dalam interpretasi di 

berbagai daerah. 

Pada dasarnya, Perpres 12/2021 

bertujuan untuk menyederhanakan proses 

pengadaan. Namun demikian, dalam 

realitasnya, masih terdapat hambatan 

administratif yang bersumber dari regulasi. 

Hal tersebut berupa persyaratan administrasi 

yang terlalu rumit dalam proses pelelangan, 

yang sering kali memperpanjang waktu 

pengadaan dan ketidaksesuaian antara aturan 

teknis pengadaan dengan sistem elektronik 

yang digunakan, sehingga menghambat 

efektivitas pelaksanaan e-procurement. 

 

KESIMPULAN 

Implementasi Peraturan Presiden 

Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah di Biro Pengadaan 

Barang dan Jasa di lingkup Provinsi Riau 

pada tahun 2023 beserta hambatan dalam 

proses implementasinya jika dikaitkan 

dengan teori implementasi yang 

dikemukakan oleh Charles O. Jones dapat 
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disimpulkan belum berjalan secara optimal. 

Dalam konteks indikator organisasi, terdapat 

beberapa temuan penelitian, yakni kapasitas 

SDM di Biro PBJ yang belum ideal, 

sehingga menyebabkan beban kerja yang 

lebih berat pada para pegawai yang tersedia.  

Dalam konteks interpretasi, terdapat 

kondisi pemahaman pihak penyedia jasa 

maupun instansi yang masih minim dalam 

prosedural pbj maupun pemahaman regulasi 

terkait pbj. Untuk mengatasi hal ini, Biro 

Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Riau 

menerapkan coaching clinic sebagai strategi 

berbagi pengetahuan antarpegawai guna 

meningkatkan kompetensi di bidang 

pengadaan barang/jasa. Namun demikian, 

sosialisasi dan pelatihan terpusat dari 

pemerintah provinsi maupun pemerintah 

pusat dihadapkan pada kendala teknis dan 

keterbatasan anggaran.Konteks indikator 

aplikasi, Perpres 12/2021 bertujuan 

menyederhanakan pengadaan, namun 

hambatan administratif tetap terjadi, seperti 

persyaratan pelelangan yang kompleks dan 

ketidaksesuaian aturan teknis dengan sistem 

elektronik, sehingga menghambat efektivitas 

e-procurement. 

Secara keseluruhan, faktor-faktor yang 

menghambat implementasi Perpres ini di 

Biro PBJ Provinsi Riau meliputi 

keterbatasan sumber daya manusia, 

rendahnya pemahaman terhadap regulasi, 

serta hambatan administratif dan teknis 

dalam proses pengadaan, yang kesemuanya 

berdampak pada kurang optimalnya 

pelaksanaan pengadaan barang/jasa di 

tingkat daerah. 
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